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Abstrak: Penelitian ini menganalisis tingkat kematangan penerapan e-government di pemerintah 

daerah Indonesia dengan menekankan dimensi policy coherence antara pusat–daerah. Kajian 

dilakukan melalui systematic literature review dengan kerangka evaluasi SPBE serta data United 

Nations E-Government Development Index (EGDI) periode 2018–2024. Hasil menunjukkan adanya 

peningkatan skor SPBE nasional (2,34 pada 2022 menjadi 2,79 pada 2023) dan kenaikan peringkat 

EGDI Indonesia (107 pada 2018 menjadi 64 pada 2024). Namun, disparitas capaian antardaerah 

masih besar. Analisis mengungkap bahwa konsistensi regulasi, kepemimpinan lokal, literasi digital 

aparatur, dan infrastruktur TIK merupakan faktor pembeda utama. Studi ini menawarkan kontribusi 

teoritis dengan menautkan model kematangan e-gov pada kerangka policy coherence vertikal–

horizontal, sekaligus rekomendasi strategis berupa roadmap sinkronisasi kebijakan pusat–daerah 

untuk mempercepat transformasi digital menuju SPBE “Sangat Baik”. 
 
Kata kunci; Policy Coherence; Implementasi; Sinkronisasi Kebijakan; dan SPBE. 

Abstract: This study analyzes the maturity level of the implementation of e-government in Indonesian 

local governments by emphasizing the dimension of policy coherence between the central and regional 

governments. The study was conducted through a systematic literature review with the SPBE evaluation 

framework and United Nations E-Government Development Index (EGDI) data for the 2018–2024 

period. The results show an increase in the national SPBE score (2.34 in 2022 to 2.79 in 2023) and an 

increase in Indonesia's EGDI rating (107 in 2018 to 64 in 2024). However, the disparity in achievement 

between regions is still large. The analysis revealed that regulatory consistency, local leadership, 

digital literacy of the apparatus, and ICT infrastructure are the main differentiating factors. This study 

offers a theoretical contribution by linking the e-gov maturity model to a vertical-horizontal policy 

coherence framework, as well as a strategic recommendation in the form of a roadmap for central-

regional policy synchronization to accelerate digital transformation towards "Excellent" SPBE. 
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PENDAHULUAN 

Transformasi digital melalui electronic government (e-government) merupakan agenda global 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel (Indrajit 

et al., 2004). Model kematangan e-government menegaskan bahwa keberhasilan transformasi tidak 

hanya ditentukan oleh aplikasi, tetapi juga perubahan proses birokrasi dan penciptaan nilai public 

(Chohan et al., 2020a). Tren ini menunjukkan bahwa faktor kelembagaan, interoperabilitas, dan 

partisipasi warga menjadi kunci keberhasilan (Valdés et al., 2011). Namun, konteks Indonesia 

memperlihatkan dinamika berbeda, dengan disparitas antardaerah yang belum terurai sepenuhnya 

mselalui kerangka SPBE. 
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Di Indonesia, e-government telah diprioritaskan dalam agenda reformasi birokrasi melalui 

regulasi strategis seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan 

Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE. Namun, capaian antar daerah menunjukkan 

disparitas tinggi (KemenPANRB, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi nasional belum 

sepenuhnya terinternalisasi di daerah. 

Kesenjangan implementasi mengindikasikan pentingnya melihat isu sinkronisasi kebijakan 

pusat–daerah (policy coherence). Literatur internasional menegaskan bahwa policy coherence 

diperlukan untuk mengatasi fragmentasi kebijakan dan memastikan konsistensi dalam jangka panjang 

(Valdés et al., 2011). Di Indonesia, fragmentasi kebijakan e-government tercermin pada perbedaan 

kapasitas infrastruktur, sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar-OPD (Suci Pratiwi, 

2020). Melalui e-government, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan teknologi digital untuk 

mempermudah akses layanan, mempercepat birokrasi, serta memperbaiki sistem administrasi (Nugraha 

et al., 2021). 

Indeks E-Government Development Index (EGDI) yang dirilis PBB menunjukkan peningkatan 

signifikan Indonesia dari peringkat 107 pada 2018 menjadi 64 pada 2024, menandakan adanya 

kemajuan dalam pelayanan publik berbasis digital (Chohan et al., 2020b). Meskipun demikian, 

perkembangan tersebut belum sepenuhnya tercermin di tingkat lokal. Implementasi e-government di 

pemerintah daerah masih menghadapi kesenjangan, baik dari sisi infrastruktur, kapasitas SDM, maupun 

integrasi layanan. (Nugroho & Purbokusumo, 2020) 

Sebagai instrumen nasional, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digunakan untuk 

mengukur kematangan penerapan e-government melalui empat domain: kebijakan, tata kelola, 

manajemen, dan layanan (KemenPANRB, 2023). Skor nasional meningkat dari kategori ‘cukup’ (2,34 

pada 2022) menjadi ‘baik’ (2,79 pada 2023), tetapi terdapat disparitas tajam antar daerah: Provinsi Bali 

mampu mencapai kategori tinggi, sementara sebagian besar kabupaten/kota masih berada pada level 

rendah (KemenPANRB, 2023). Lebih jauh, berdasarkan survei United Nations E-Government 

Development Index (EGDI), Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 193 negara pada tahun 2022, 

meningkat dari posisi ke-88 pada tahun 2020. (of Economic & Affairs, 2024) 

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa transformasi digital di tingkat lokal belum berjalan 

optimal. Perbedaan kapasitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan regulasi menjadi faktor 

utama yang menentukan keberhasilan maupun keterlambatan implementasi (Sari & Winarno, 2012). 

Selain itu, keterbatasan pengawasan, sarana prasarana yang belum memadai, lemahnya koordinasi 

antarunit kerja, serta belum optimalnya internalisasi norma dalam pelaksanaan kebijakan turut menjadi 

kendala dalam membangun smart governance secara menyeluruh. (Nugraha, n.d.) 

Meskipun literatur mengenai implementasi e-government di Indonesia relatif banyak, sebagian 

besar studi lebih menekankan pada aspek teknis kesiapan infrastruktur dan kapasitas SDM (Nugroho & 

Purbokusumo, 2020). Belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah dimensi policy coherence 

antara pusat dan daerah sebagai faktor penentu variasi capaian SPBE. 

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada sejauh mana policy coherence antara 

pusat–daerah dapat menjelaskan variasi kematangan SPBE di tingkat lokal. Tujuan penelitian ini 

adalah: (1) menganalisis capaian dan tren SPBE pemerintah daerah di Indonesia, (2) Policy Coherence 

dalam Implementasi E-Government di Daerah, dan (3) merumuskan rekomendasi strategis berbasis 

sinkronisasi kebijakan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic 

literature review (SLR). Literatur yang dianalisis meliputi artikel jurnal, laporan resmi pemerintah, serta 

dokumen evaluasi SPBE periode 2018–2023. Sumber utama mencakup laporan E-Government 

Development Index (EGDI) Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan evaluasi SPBE Kementerian 

PANRB, serta studi empiris terkait implementasi e-government di tingkat lokal. 

Proses telaah literatur dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi sumber dengan 

menyeleksi publikasi nasional maupun internasional yang relevan menggunakan database Google 

Scholar, Scopus, dan portal resmi pemerintah. Kedua, kategorisasi tematik berdasarkan kerangka 

evaluasi SPBE (domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan) serta faktor-faktor pendukung 
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dan penghambat implementasi. Ketiga, analisis sintesis, yaitu mengintegrasikan temuan dari berbagai 

literatur untuk memperoleh pola umum, kesenjangan, dan rekomendasi strategis. (Sugiyono, 2012) 

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga memanfaatkan data longitudinal EGDI 

Indonesia (2018–2023) dan tren capaian Indeks SPBE Nasional (2022–2023). Pendekatan ini 

memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tingkat kematangan e-government, 

baik pada skala global maupun nasional-lokal. (Creswell & Poth, 2018) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tingkat Kematangan Implementasi E-Government  

Hasil evaluasi SPBE menunjukkan adanya peningkatan capaian nasional dari skor 2,34 pada 

tahun 2022 menjadi 2,79 pada tahun 2023, yang berarti bergeser dari kategori cukup ke baik 

(KemenPANRB, 2023). Peningkatan ini sejalan dengan tren global, di mana posisi Indonesia dalam 

United Nations E-Government Development Index (EGDI) juga naik signifikan dari peringkat 107 pada 

2018 menjadi 64 pada 2024 (United Nations, 2024). Data longitudinal tersebut mengindikasikan adanya 

perbaikan tata kelola digital secara nasional.(I Made Sukarsa et al., 2020)  

Kedua, pada level global, E-Government Development Index (EGDI) Indonesia menunjukkan 

tren peningkatan yang signifikan, yakni dari peringkat 107 pada 2018 menjadi peringkat 64 pada 2024, 

dengan skor 0,7991 yang menempatkan Indonesia dalam kelompok Very High EGDI. Pencapaian ini 

merefleksikan penguatan layanan daring (Online Service Index) dan modal manusia (Human Capital 

Index), meskipun infrastruktur telekomunikasi masih relatif tertinggal dibanding negara-negara 

ASEAN lainnya. (United Nations Department of Economic and Social Affairs [UN DESA], 2022, 

2024)  

Namun, capaian di tingkat daerah menunjukkan variasi yang tajam. Beberapa daerah seperti 

Provinsi Bali berhasil meraih skor tinggi berkat integrasi layanan dan dukungan infrastruktur yang 

memadai, sementara kabupaten/kota seperti Bangli dan Karangasem menghadapi tantangan dalam 

mengoptimalkan sistem layanan digital (Anjani et al., 2019). Kota Batu dan Prabumulih mencatat 

kemajuan pada layanan publik berbasis aplikasi, tetapi masih terkendala pada aspek koordinasi antar-

OPD (Maris et al., 2023). Sementara itu, Kota Padang menunjukkan kemajuan terbatas karena 

keterbatasan SDM dan literasi digital aparatur. (Sumijan & Purnama, 2020) 

Dari perspektif teori, model kematangan e-government menegaskan bahwa peningkatan indeks 

tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, melainkan juga oleh integrasi vertikal–horizontal 

dan perubahan proses bisnis organisasi. Menguraikan empat tahap kematangan, yaitu katalog, 

transaksi, integrasi vertikal, dan integrasi horizontal, dengan penekanan pada pentingnya integrasi 

sebagai ciri kematangan tinggi ((Layne & Lee, 2001). Menambahkan dimensi nilai publik dengan 

menekankan pergeseran dari layanan yang bersifat supply-driven menuju layanan yang menciptakan 

public value (Andersen & Henriksen, 2006). Menyoroti perlunya dukungan kelembagaan berupa 

standar, arsitektur data, serta manajemen perubahan dalam mempercepat transisi menuju pemerintahan 

digital yang matang. (Valdés et al., 2011) 

Dengan demikian, implikasi praktis bagi pemerintah daerah adalah perlunya fokus pada 

arsitektur SPBE, interoperabilitas data, penguatan kompetensi aparatur, serta investasi 

infrastruktur TIK yang menutup last-mile gap. Hal ini selaras dengan arahan kebijakan SPBE 

nasional dan dapat mempercepat konvergensi capaian daerah menuju kategori Sangat Baik. 

(Kementerian PANRB, 2023, 2024; UN DESA, 2024) 

Grafik ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam United Nations E-Government 

Development Index (EGDI) meningkat signifikan dari peringkat 107 pada tahun 2018 menjadi 64 pada 

tahun 2024. Peningkatan 43 peringkat ini menandakan adanya percepatan transformasi digital 

pemerintahan secara global. Namun, meski peringkat naik, tantangan kesenjangan implementasi 

antarwilayah di dalam negeri masih tetap ada. 

Skor EGDI Indonesia naik dari 0,6612 (2020) menjadi 0,7991 (2024), berpindah dari kategori 

High EGDI ke Very High EGDI. Kenaikan skor ini menunjukkan adanya penguatan layanan publik 

berbasis digital, terutama dari sisi online services dan human capital. Meski demikian, skor 

telecommunication infrastructure masih relatif tertinggal dibanding negara ASEAN lain, sehingga 

menjadi catatan penting dalam percepatan e-government. 
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Indeks SPBE Nasional yang diukur oleh Kementerian PANRB menunjukkan peningkatan dari 

2,34 (2022, kategori Cukup) menjadi 2,79 (2023, kategori Baik). Kenaikan ini memperlihatkan adanya 

perbaikan kualitas implementasi SPBE di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Namun, 

capaian ini masih jauh dari level Sangat Baik (≥3,50), sehingga penguatan literasi digital aparatur, 

integrasi sistem, serta tata kelola menjadi prioritas perbaikan. 

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa tingkat kematangan e-government di Indonesia belum 

merata. Daerah dengan dukungan infrastruktur TIK, kapasitas SDM, dan kepemimpinan yang kuat 

cenderung lebih maju, sedangkan daerah dengan keterbatasan sumber daya masih tertinggal. Hal ini 

menegaskan bahwa capaian nasional yang meningkat belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di level 

lokal. 

 

Policy Coherence dalam Implementasi E-Government di Daerah 

Policy Coherence Vertikal: Implementasi SPBE di daerah sangat dipengaruhi sejauh mana 

regulasi pusat mampu diinternalisasi (Wulansari & Inayati, 2019). Peraturan Presiden No. 95/2018 dan 

No. 132/2022 menyediakan kerangka normatif, namun disparitas capaian menunjukkan adanya 

kesenjangan dalam translasi kebijakan nasional ke praktik lokal (Anggoro et al., 2024). Hal ini 

menegaskan perlunya konsistensi standar dan monitoring reguler dari pusat (KemenPANRB, 2023). 

Policy Coherence Horizontal: Fragmentasi kebijakan di tingkat daerah tercermin dari tumpang 

tindih aplikasi antar-OPD, resistensi ego sektoral, dan keterbatasan interoperabilitas sistem (Pramuditha 

et al., 2025). Ketiadaan mekanisme koordinasi antardaerah memperlebar digital divide (Rachmawati & 

Fitriyanti, 2021). Di sinilah integrasi horizontal diperlukan agar transformasi digital berjalan 

menyeluruh (Andersen & Henriksen, 2006). 

Kajian literatur menegaskan bahwa policy coherence adalah kunci dalam memperkuat 

implementasi e-government di Indonesia. Koherensi vertikal memastikan kebijakan pusat dapat 

diterapkan secara konsisten di daerah, sementara koherensi horizontal mendorong kolaborasi lintas 

sektor dan antardaerah. 

Provinsi Bali berhasil mencapai skor SPBE tinggi berkat penerjemahan regulasi pusat yang 

konsisten (koherensi vertikal) serta integrasi aplikasi lintas-OPD yang kuat (koherensi horizontal) 

(Pramuditha et al., 2025). Bali juga mengembangkan inovasi layanan terpadu berbasis digital yang 

menghubungkan pelayanan administrasi kependudukan (Rachmawati & Fitriyanti, 2021), perizinan, 

dan kesehatan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Dukungan infrastruktur 

TIK yang memadai serta kepemimpinan daerah yang visioner turut memperkuat keberhasilan 

implementasi kebijakan digital. (Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, 2021) 

Sebaliknya, Kota Padang masih mencatat capaian SPBE rendah karena lemahnya internalisasi 

kebijakan pusat dan terbatasnya koordinasi antarunit kerja (Taufik et al., 2023). Beberapa aplikasi 

daerah berjalan secara parsial tanpa interoperabilitas, sehingga menimbulkan duplikasi dan beban kerja 

tambahan bagi Masyarakat (Gartika & Widiyanto, 2024). Padang juga menghadapi keterbatasan SDM 

yang belum memiliki literasi digital memadai, serta infrastruktur jaringan yang belum merata (Astuti et 

al., 2024). Kondisi ini menggambarkan lemahnya policy coherence baik secara vertikal maupun 

horizontal. 

Perbandingan ini mempertegas bahwa policy coherence merupakan variabel kunci yang 

membedakan keberhasilan implementasi e-government di tingkat lokal. Daerah dengan koherensi kuat 

dapat mengoptimalkan kebijakan nasional sekaligus mendorong inovasi lokal, sementara daerah dengan 

koherensi lemah mengalami stagnasi meskipun memiliki kerangka regulasi yang sama. (Wirawan, 

2020) 

 

Upaya Perbaikan dan Rekomendasi Strategis 

Hasil kajian literatur menegaskan bahwa upaya perbaikan implementasi e-government di daerah 

tidak dapat dilepaskan dari aspek policy coherence. Tumpang tindih regulasi, lemahnya sinkronisasi 

pusat–daerah, dan koordinasi antar-OPD masih menjadi hambatan serius (Sulistyaningsih et al., 2023). 

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada harmonisasi 

kebijakan lintas-level pemerintahan. 

Pertama, peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital. Aparatur membutuhkan pelatihan 

berkelanjutan mengenai teknologi informasi, manajemen data, dan keamanan digital (Renteria et al., 

2019). Program ini harus dirancang secara nasional agar terjadi keseragaman standar, namun 
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implementasinya menyesuaikan kebutuhan daerah. Hal ini mencerminkan policy coherence vertikal 

antara kebijakan pusat dan praktik daerah. 

Kedua, penguatan tata kelola dan integrasi regulasi. Sinkronisasi kebijakan pusat–daerah 

diperlukan untuk menghindari tumpang tindih regulasi serta mendorong terciptanya standar operasional 

bersama (Nugraha et al., 2022). Dukungan kepemimpinan kepala daerah terbukti berperan besar dalam 

keberhasilan koordinasi lintas-OPD. Dengan demikian, policy coherence horizontal antar sektor juga 

harus diprioritaskan agar transformasi digital berjalan menyeluruh. 

Ketiga, pengembangan infrastruktur dan interoperabilitas sistem. Pemerataan jaringan internet, 

peningkatan kualitas pusat data, serta integrasi aplikasi lintas sektor menjadi prioritas penting (RB, 

2023). Studi menunjukkan bahwa daerah dengan dukungan infrastruktur TIK yang memadai lebih cepat 

mencapai kategori SPBE “baik” (Ardana, 2022; Nugraha, 2023). Integrasi sistem antardaerah dan antar-

OPD mencerminkan pentingnya policy coherence horizontal sekaligus mengurangi fragmentasi layanan 

publik digital. (Dwiyanto, 2021) 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas capaian SPBE antardaerah tidak hanya dipengaruhi 

faktor teknis, tetapi juga erat kaitannya dengan dimensi policy coherence pusat daerah. Kontribusi 

utama penelitian ini adalah memperluas literatur e-government lokal dengan memasukkan perspektif 

sinkronisasi kebijakan sebagai determinan keberhasilan implementasi. Secara praktis, penelitian ini 

memberikan peta jalan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan regulasi, memperkuat 

literasi digital, dan mengatasi fragmentasi kelembagaan dalam rangka mempercepat transformasi digital 

menuju kategori SPBE “Sangat Baik”. 
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